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SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 841/Kep.264.BKD /2014
TENTANG

PENETAPAN STANDARISASI TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan
Walikota Bandung Nomor 172 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai
Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 259 Tahun
2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota
Bandung Nomor 172 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri
Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung,
telah diamanatkan bahwa standar biaya pemberian
tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota
Bandung tentang Penetapan Standarisasi Pemberian
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran

2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang ...




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara;

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2014.

. Peraturan Walikota Bandung Nomor 259 Tahun 2014

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung
Nomor 172 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian
Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

: Penetapan Standarisasi Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandung Tahun Anggaran 2014.

: Besaran dan Rincian Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA ...




KETIGA : Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diberikan terhitung sejak

Bulan Januari 2014.

KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota
Bandung Tahun Anggaran 2014.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Maret 2014
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Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

WoNoh b=

Gubernur Jawa Barat;

Wakil Walikota Bandung;

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;

Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;

Inspektur Kota Bandung;

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
. Para Camat se-Kota Bandung;
. Para Lurah se-Kota Bandung.




